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bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6640) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .
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Pasal 19A

(1) Untuk mendorong investasi, selain dapat
mengimpor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
Perusahaan Industri dapat mengimpor barang jadi
untuk keperluan komplementer, tes pasar, atau
pelayanan purna jual.

(2) Pelaksanaan impor barang jadi untuk keperluan
komplementer, tes pasar, atau pelayanan purna
jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Perusahaan Industri dilarang menjual atau
memindahtangankan Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong yang berasal dari impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam hal tertentu, ketentuan mengenai larangan
penjualan atau pemindahtanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
terhadap penjualan atau pemindahtanganan atas
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan atau
pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Barang dan/atau jasa Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri merupakan hasil
produksi dari Perusahaan Industri atau produsen
di luar negeri.

(2) Perusahaan . . .
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Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memproduksi barang dan/atau jasa Industri
dengan menggunakan merek milik sendiri.

Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib memiliki perwakilan resmi
dan/atau pemegang lisensi di wilayah negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau
maklun, merek yang digunakan oleh Perusahaan
Industri atau produsen di luar negeri harus merek
milik pemberi kerja sama atau pemberi maklun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama merek
dan/atau maklun sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 36

Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian
atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman
Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:

a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang
memiliki standar tersendiri dengan ruang
lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu
yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;

b. keperluannya merupakan produk contoh
untuk keperluan riset dan pengembangan
produk;

c. keperluannya merupakan barang contoh dalam
rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat
kesesuaian; dan/atau

d. keperluannya merupakan barang pribadi
penumpang.

(3) Penetapan . . .
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Penetapan terhadap pengecualian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib
dari masing-masing barang Industri.

Ketentuan huruf a ayat (4), huruf a ayat (5), dan huruf
a ayat (6) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 38

Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang
diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri dilakukan oleh
lembaga  penilaian kesesuaian yang telah
terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan
ditunjuk oleh Menteri.

Dalam melakukan penunjukan lembaga penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mempertimbangkan kebutuhan Industri
dan jumlah persebaran Industri dalam negeri.

Lembaga penilaian kesesuaian yang telah ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. lembaga sertifikasi produk;
b. laboratorium uji; dan
c. lembaga inspeksi.

Lembaga sertifikasi produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri
jasa sertifikasi atau penetapan tugas dan
fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi
produk yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki . .
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memiliki laboratorium uji yang terakreditasi
berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 atau lembaga
inspeksi yang terakreditasi berdasarkan SNI
ISO/IEC 17020;

telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai; dan

berdomisili atau berkedudukan di wilayah
hukum negara Republik Indonesia.

Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a.

d.

memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri
jasa pengujian laboratorium atau penetapan
tugas dan fungsi kelembagaan  bagi
laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC
17025;

telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai; dan

berdomisili atau berkedudukan di wilayah
hukum negara Republik Indonesia.

Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ harus memenubhi kriteria sebagai
berikut:

a.

memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri
jasa inspeksi periodik atau penetapan tugas
dan fungsi kelembagaan bagi lembaga inspeksi
yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC
17020;

telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai; dan

berdomisili atau berkedudukan di wilayah
hukum negara Republik Indonesia.

(7) Menteri . . .
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Menteri dapat menunjuk:

a. lembaga sertifikasi’ produk yang belum
memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN
untuk lingkup yang sesuai sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c;

b. laboratorium uji yang belum memenuhi kriteria
terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf c; dan/atau

c. lembaga inspeksi yang belum memenuhi
kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf c.

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan dengan ketentuan:

a. belum tersedia lembaga sertifikasi produk,
laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi
yang telah terakreditasi oleh KAN untuk
lingkup yang sesuai tetapi sudah terakreditasi
dengan ruang lingkup yang sejenis; atau

b. telah tersedia lembaga sertifikasi produk,
laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi
yang telah terakreditasi oleh KAN untuk
lingkup yang sesuai tetapi jumlahnya belum
memadai.

Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7)
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi administratif
dan evaluasi kompetensi.

Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian yang
belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(11) Dalam . . .
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Dalam  hal lembaga  sertifikasi  produk,
laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi
belum terakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup
yang sesuai dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat mencabut
penunjukannya  sebagai lembaga  penilaian
kesesuaian untuk ruang lingkup dimaksud.

Dalam  hal lembaga  sertifikasi  produk,
laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi
berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah
hukum negara Republik Indonesia, hasil sertifikasi
produk, hasil pengujian, dan/atau hasil
inspeksinya dapat diakui sepanjang terdapat
perjanjian saling pengakuan antarnegara di bidang
regulasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara penunjukan lembaga penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau pada ayat (7); dan

b. evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diatur dalam Peraturan Menteri.

16. Ketentuan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perindustrian diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang dibutuhkan mencakup alokasi
pemanfaatan dan tempat pemasukan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong vyang
dibutuhkan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang tersedia di dalam negeri
mencakup lokasi Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang tersedia di dalam negeri.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Angka 6
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hasil produksi
Industri dalam negeri” termasuk hasil produk
samping dan hasil daur ulang.
Angka 7
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 18

Yang dimaksud dengan “data yang tersedia” adalah data
dan informasi yang telah terverifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang
berasal dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, Pelaku Usaha, asosiasi, dan/atau data
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Angka 9
Pasal 18A
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a) . ..
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Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (1b)
Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong tertentu” adalah Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong yang diatur dan
ditetapkan peredaran dan pengawasannya secara
khusus atau diatur importasinya, seperti gula kristal
mentah (raw sugar), semen clinker, dan/atau limbah
non B3 sebagai Bahan Baku Industri (sisa dan skrap).

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Dihapus.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 19A
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara
lain kondisi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
cacat/reject, keadaan kahar, dan kondisi lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 13 ...
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Pos Tarif/
No HS Code Uraian Barang
2022

(1) (2) (3)

73 0210.12.00 | - - Perut (streaky) dan potongannya

74 0210.19.30 | - - - Bacon; paha tanpa tulang

75 0210.19.90 | - - - Lain-lain

76 | 0210.20.00 |- Daging binatang jenis lembu

77 0210.91.00 | - - Dari primata

78 0210.92.10 | - - - Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang
menyusui dari ordo Cetaceaq); dari manate dan dugong
(binatang menyusui dari ordo Sirenia)

79 0210.92.90 |- - - Lain-lain

80 0210.93.00 | - - Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)

81 0210.99.10 | - - - Daging ayam dipotong berbentuk kubus,
dikeringbekukan

82 10210.99.20 | - - - Kulit babi dikeringkan

83 0210.99.90 | - - - Lain-lain

03.01 Ikan hidup.

84 0301.11.10 |- - - Benih ikan

85 |0301.11.91 |- - - - Koi (Cyprinus carpio)

86 [0301.11.92 |- - - - Ikan mas koki (Carassius auratus)

87 0301.11.93 | - - - - Ikan cupang aduan (Beta splendens)

88 |0301.11.95 |- - - - Arwana (Scleropages formosus)

89 0301.11.99 |- - - - Lain-lain

90 |0301.19.10 |- - - Benih ikan

91 0301.19.90 | - - - Lain-lain

92 | 0301.91.00 |- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan
Oncorhynchus chrysogaster)

93 0301.92.00 | - - Sidat (Anguilla spp.)

94 0301.93.21 | - - - - Bibit, selain benih ikan

95 |0301.93.22 |- - - - Benih ikan

96 |0301.93.29 |- - - - Lain-lain

97 0301.93.31 |- - - - Bibit, selain benih ikan

98 10301.93.32 |- - - - Benih ikan

99 |0301.93.39 |- - - - Lain-lain

100 | 0301.94.00 |- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis)

101 | 0301.95.00 | - - Tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii)

102 |0301.99.11 |- - - - Bibit
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181 |0303.14.00 |- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan
Oncorhynchus chrysogaster)

182 |0303.19.00 |- - Lain-lain

183 | 0303.23.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.)

184 | 0303.24.00 |- - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.)

185 |0303.25.00 | - - Ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.)

186 | 0303.26.00 |- - Sidat (Anguilla spp.)

187 |0303.29.00 |- - Lain-lain

188 | 0303.31.00 | - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglosus, Hippoglossus stenolepis)

189 | 0303.32.00 | - - Plaice (Pleuronectes platessa)

190 | 0303.33.00 |- - Sole (Solea spp.)

191 |0303.34.00 |- - Turbots (Psetta maxima)

192 | 0303.39.00 |- - Lain-lain

193 | 0303.41.00 |- - Albacore atau tuna sirip panjang (Thunnus alalunga)

194 |0303.42.00 |- - Tuna sirip kuning (Thunnus albacares)

195 | 0303.43.00 | - - Cakalang (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)

196 | 0303.44.00 |- - Tuna mata besar (Thunnus obesus)

197 | 0303.45.10 | - - - Tuna sirip biru Atlantik (Thunnus thynnus)

198 | 0303.45.90 | - - - Tuna sirip biru Pasifik (Thunnus orientali)

199 | 0303.46.00 | - - Tuna sirip biru Selatan (Thunnus maccoyi

200 | 0303.49.10 |- - - Longtail tuna (Thunnus tonggol)

201 |0303.49.90 |- - - Lain-lain

202 | 0303.51.00 |- - Herring (Clupea harengus, Clupea pallasti)

203 | 0303.53.00 | - - Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella
(Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus)

204 |0303.54.10 | - - - Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus)

205 | 0303.54.20 | - - - Makarel pasifik (Scomber japonicus)

206 | 0303.55.00 |- - Makarel jack dan makarel kuda (Trachurus spp.)
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No HS Code Uraian Barang
2022
(1) (2) (3)
541 |0505.10.10 |- - Bulu bebek
542 |0505.10.90 | - - Lain-lain
543 | 0505.90.10 |- - Bulu bebek
544 | 0505.90.90 | - - Lain-lain
05.06 Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan,
dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana
(tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan
dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan
sisa dari produk tersebut.
545 | 0506.10.00 |- Osein dan tulang dikerjakan dengan asam
546 | 0506.90.00 |- Lain-lain
05.07 Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan
whalebone hair, tanduk, ranggah, kuku (binatang
sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung
dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan
secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi
berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.
547 |0507.10.00 |- Gading; bubuk gading dan sisanya
548 | 0507.90.20 |- - Tempurung kura-kura
549 | 0507.90.90 |- - Lain-lain
05.08 Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau
dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan
lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau
echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau
dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong
menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.
550 | 0508.00.20 |- Cangkang moluska, krustasea atau echinodermata
551 | 0508.00.90 | - Lain-lain
05.11 Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos
lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak
untuk dikonsumsi manusia.
552 [0511.91.10 |- - - Telur dan sperma
553 [0511.91.20 |- - - Telur artemia
554 [0511.91.30 |- - - Kulit ikan
555 |[0511.91.90 |- - - Lain-lain
556 |0511.99.30 |- - - Sponge alami
557 [0511.99.90 |- - - Lain-lain
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No HS Code Uraian Barang
2022

(1) (2) (3)

07.08 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau
dingin.

604 | 0708.10.00 | - Kacang kapri (Pisum sativum)

605 | 0708.20.10 |- - Kacang perancis

606 | 0708.20.20 |- - Kacang panjang

607 | 0708.20.90 | - - Lain-lain

608 | 0708.90.00 |- Sayuran polongan lainnya

07.09 Sayuran lainnya, segar atau dingin.

609 |0709.20.00 |- Asparagus

610 | 0709.30.00 |- Terung

611 | 0709.40.00 |- Seledri selain celeriac

612 [0709.51.00 |- - Jamur dari genus Agaricus

613 | 0709.52.00 |- - Jamur dari genus Boletus

614 | 0709.53.00 |- - Jamur dari genus Cantharellus

615 | 0709.54.00 | - - Shiitake (Lentinus edodes)

616 | 0709.55.00 | - - Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma
magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma
dulciolens, Tricholoma caligatum)

617 |0709.56.00 |- - Cendawan tanah (Tuber spp.)

618 |0709.59.20 | - - - Cendawan tanah, selain Tuber spp.

619 | 0709.59.90 |- - - Lain-lain

620 | 0709.60.10 |- - Cabai (buah dari genus Capsicum)

621 |0709.60.90 |- - Lain-lain’

622 | 0709.70.00 | - Bayam, bayam New Zealand dan bayam orache (bayam
kebun)

623 |0709.91.00 |- - Globe artichokes

624 | 0709.92.00 |- - Buah zaitun

625 | 0709.93.00 | - - Labu, squash dan gourd (Cucurbita spp.)

626 |0709.99.10 |- - - Jagung manis

627 |0709.99.20 | - - - Lady's finger (Okra)

628 | 0709.99.90 |- - - Lain-lain

07.10 Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus
atau direbus), beku.

629 | 0710.10.00 |- Kentang

630 |0710.21.00 | - - Kacang kapri (Pisum sativum)

631 | 0710.22.00 |- - Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.)

632 |0710.29.00 |- - Lain-lain
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782 | 0810.90.94 |- - - Delima (Punica spp.), sirsak atau sarikaya (Annona
spp.), jambu air (Syzygium spp., Eugenia spp.), gandaria
(Bouea spp.), markisa (Passiflora spp.), kecapi
(Sandoricum spp.), jujube (Ziziphus spp.) dan tampoi atau
rambai (Baccaurea spp.)
783 |0810.90.99 |- - - Lain-lain
08.11 Buah dan buah bertempurung, tidak dimasak atau
dimasak dengan cara dikukus atau direbus, beku,
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya maupun tidak.
784 | 0811.10.00 |- Stroberi
785 | 0811.20.00 | - Rasberi, blackberry, mulberry, loganberry, currant
hitam, putih atau merah dan gooseberry
786 |0811.90.00 |- Lain-lain
08.12 Buah dan buah bertempurung diawetkan sementara,
tetapi tidak cocok untuk konsumsi langsung.
787 |0812.10.00 |- Ceri
788 |0812.90.10 | - - Stroberi
789 |0812.90.90 |- - Lain-lain
08.13 Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01
sampai dengan 08.06; campuran dari buah
bertempurung atau buah kering dari Bab ini.
790 | 0813.10.00 |- Aprikot
791 |0813.20.00 |- Prune
792 | 0813.30.00 |- Apel
793 |0813.40.10 | - - Lengkeng
794 | 0813.40.20 |- - Tamarin
795 |0813.40.90 |- - Lain-lain
796 | 0813.50.10 |- - Dengan bahan utama kacang mede atau kacang
Brazil berdasarkan beratnya
797 |0813.50.20 |- - Dengan bahan utama kacang lainnya berdasarkan
beratnya
798 | 0813.50.30 | - - Dengan bahan utama kurma berdasarkan beratnya
799 |0813.50.40 | - - Dengan bahan utama alpukat atau orange, atau
mandarin (termasuk tangerin dan satsuma) berdasarkan
beratnya
800 |0813.50.90 |- - Lain-lain

SK No 114694 A

801 0814.00.00 . . .



















PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39 -

Pos Tarif/
No HS Code Uraian Barang
2022
(1) (2) (3)
944 | 1108.20.00 |- Inulin
945 |1109.00.00 | Gluten gandum, dikeringkan maupun tidak.
12.01 Kacang kedelai, pecah maupun tidak.
946 | 1201.10.00 |- Benih
947 |1201.90.00 |- Lain-lain
12.02 Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara
lain, dihilangkan tempurungnya atau pecah maupun
tidak.
948 | 1202.30.00 |- Benih
949 | 1202.41.00 | - - Bertempurung
950 | 1202.42.00 | - - Dihilangkan tempurungnya, pecah maupun tidak
951 | 1203.00.00 | Kopra.
952 | 1204.00.00 | Biji rami, pecah maupun tidak.
12.05 Biji lobak atau colza, pecah maupun tidak.
953 | 1205.10.00 | - Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah
954 | 1205.90.00 | - Lain-lain
955 | 1206.00.00 | Biji bunga matahari, pecah maupun tidak.
12.07 Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak,
pecah maupun tidak.
956 | 1207.10.10 | - - Biji kelapa sawit cocok untuk disemai/ditanam
957 | 1207.10.30 | - - Kernel
958 |1207.10.90 |- - Lain-lain
959 | 1207.21.00 |- - Benih
960 | 1207.29.00 |- - Lain-lain
961 | 1207.30.00 |- Biji jarak
962 | 1207.40.10 |- - Dapat dimakan
963 | 1207.40.90 | - - Lain-lain
964 | 1207.50.00 | - Biji mustar
965 | 1207.60.00 | - Biji Safflower (Carthamus tinctorius)
966 | 1207.70.00 | - Biji Melon
967 | 1207.91.00 | - - Biji poppy
968 | 1207.99.40 | - - - Biji Tengkawang
969 | 1207.99.50 | - - - Tandan buah segar kelapa sawit
970 | 1207.99.90 |- - - Lain-lain
12.08 Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah
yang mengandung minyak, selain mustar.
971 | 1208.10.00 | - Dari kacang kedelai
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15.04 Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau
binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak,
tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

1061 | 1504.10.20 | - - Fraksi padat

1062 | 1504.10.90 | - - Lain-lain

1063 | 1504.20.10 | - - Fraksi padat

1064 | 1504.20.90 | - - Lain-lain

1065 | 1504.30.00 | - Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut
menyusui

15.05 Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk
lanolin).

1066 | 1505.00.10 | - Lanolin

1067 | 1505.00.90 |- Lain-lain

1068 | 1506.00.00 | Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya,
dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi
secara kimia.

15.07 Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan
maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

1069 | 1507.10.00 | - Minyak mentah, dihilangkan getahnya maupun tidak

1070 | 1507.90.10 | - - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak
dimurnikan

1071 | 1507.90.20 | - - Minyak kacang kedelai dimurnikan, dijernihkan dan
dihilangkan baunya (RBD)

1072 | 1507.90.90 | - - Lain-lain

15.08 Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan
maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

1073 | 1508.10.00 |- Minyak mentah
1074 | 1508.90.00 | - Lain-lain

15.09 Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun
tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

1075 | 1509.20.10 | - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi
30 kg

1076 | 1509.20.90 | - - Lain-lain

1077 | 1509.30.00 | - Minyak zaitun virgin

1078 | 1509.40.00 |- Minyak zaitun virgin lainnya

1079 | 1509.90.11 |- - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi
30 kg
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17.02 Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan
fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop
gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau
pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu
alam maupun tidak; karamel.

1329 | 1702.11.00 |- - Mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut
beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung
berdasarkan bahan kering

1330 | 1702.19.00 | - - Lain-lain

1331 | 1702.20.00 | - Gula maple dan sirop maple

1332 | 1702.30.10 | - - Glukosa

1333 | 1702.30.20 | - - Sirop glukosa

1334 | 1702.40.00 | - Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering
mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20 % tetapi
kurang dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk
gula invert

1335 | 1702.50.00 | - Fruktosa murni kimiawi

1336 | 1702.60.10 |- - Fruktosa

1337 | 1702.60.20 | - - Sirop fruktosa

1338 | 1702.90.11 |- - - Maltosa murni kimiawi

1339 | 1702.90.19 | - - - Lain-lain

1340 | 1702.90.20 | - - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun
tidak

1341 | 1702.90.30 | - - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak
termasuk maltosa)

1342 | 1702.90.40 |- - Karamel

1343 | 1702.90.51 | - - - Gula nira kelapa

1344 | 1702.90.59 | - - - Lain-lain

1345 | 1702.90.91 |- - - Sirop gula

1346 | 1702.90.99 | - - - Lain-lain

17.03 Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.

1347 | 1703.10.10 |- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna
tambahan

1348 | 1703.10.90 | - - Lain-lain

1349 | 1703.90.10 | - - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna
tambahan

1350 | 1703.90.90 | - - Lain-lain
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